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BUPATI STTUBONDO

PERATURAN
BUFATI SITURONDO
NOMOR E&  TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAMAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDD NOMOR 36 TAHUN 2089
TENTANG PETUNJUK UMUM PAN PEDOMAN KERJA BAGT APARAT
M LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUT'ATEN SITUBONDO
—~ DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBDY)
KABUPATEN SITU/BONDPO TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDA),

Menimbang : bahwa puna adanya peruhahan pemberian hiaya perjalanan dinzs bagi aparat di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 sebagaimana diatur
dalam Peratoran Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petumguk
Umitom dan Fedoman Kora Bayi Apamat di Lingkungan Pemermtah Kabupaten
Situbondo dalam DPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)} Kabupaten Situbomdo Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo dimaksud dengan Peraturan Bupati.

Meagingat 1. Undang-lindang Nomor 12 Tahun 1950 lentang  Pembentukan
. Daerah- dacrah Kabuppten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
{Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun (930, Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Repulrlik Indonesia Momor 9);,
2. Undang-1/ndang Nomor B Tahim 1974 tentang Pokok-pokok Kepepgawaian
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahim 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahur 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor # ‘Tahuo 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (I.embaran Megara Republik [ndomesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan [ esnbaran Negara Republik Indonesia Nomar 3890) ;
3. Undang-Urndang Nomor {2 Tahun {285 tentmng Pajak Bumi dan  Bangurnen
{Lembaran Megara Repuhlik Induonesia Tahun 1985 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33112} sebagaimana telah
diubah denpan Undéng-Undamgy Nomor 12 Tahun 1994 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor (2 Tahun 1985 temtang Pajak Bamni
dzn Bangunan {Lembaran Negara Republik [ndonessa Tabun 1994 Nomor
62, Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Momor 356%);



Hh.

11.

12.

13,

14.

15.

16.

17

Undanp TIndang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tagah dan Bangunan {Lembaran Nepara Repubbk Indonesia Tahun 2007
Nomor 44, Tambshan Lembaran Negara Nomur 3685) schagaimans telah
diubah dengan Undang-Undang NMomor 20 Tahun 2000 (I.embaran Negama
Republik Indoncaia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
MNomaor 3688,

. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang Penyclenpearaan Nc-:gam

vang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 1999 Nomor 735, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

{Indang-Undang Momor 25 Tabhun 2000 lknlang Program Pembangunan
Nasional (Lemnbaran Megara Republik Tndonesia Tehun 2000 Nomor 206,
Tambzahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Undang-Ifndang Nomor 17 Tahm 2003 tentang Kevangas Negara
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembearan Megara Republik Indonesia Momor 4286) ;

. Undang-Tindang Nomor 1 Tahun 2004 wemtang Perbendabaraan Negara

{Lembaran Negarm Republik Indonesiz Tahun 204 Nomor 5, Tamhbshan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4353);

Undang-Undany Nomor 10 Tahun 2004 tentamy P"embentukan Perafuran
Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia Nomot 4389
Undang-lindang Nomor 15 Talun 2(H4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawsb Keuangan Negara (Lembarar Nepara Republik
Indonezia Tahun 2004 Nomor 66, Tambshan Lembaren Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-lindang Nomwor 25 Tahun 204 knianp Sistern  Perencanasn
Pembungunem Nasional (Lembaan Negara Republik ITndonesiz Talwon 2004
Nomor |04, Tambahan Lembaran Negarm Republik Indoncsia INomsn
24213,

Undang Undang Nomor 32 Tahwn 2004 temang Pemeridghan Daerah
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) schagsomama telzh divhab
dengan Undanp-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undimg Nomor 32 Tahm 2004 tentny Panernzhon  Daersh
{Lembanun Negara Republik Indonesia Tuhun 2008 Momor 59, Tambeban
Lembaran Negem Republik Indoncsia Nomor 4844 ;

Umfang-Undang Nomor 33 Talwm 2004 teniang Perimbangan Keuangan
Anlara Pemenintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Nomor 4438);

Undang-Tindang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerzh (1 embaran Daerah Bepublik Indonesia Tahue 2009 Nomor
Tambahan [Lembaran Megara Republik indonesia Nomor );

Perahwen Pemerineh MNomor 28 Tehun 1972 tenteng Pondebon Nama  dan
Pemndatvn Tempat Kedchdan Pemerintoh Dacsh Kabupaben  Pameokan
(f embermn Negara Republik Indonesia Tabhun 1972 Nomer 38),

Peraturan Pemerintzh Momor 109 Talm 2008 ientang Kedudukan
Kemangan Kepala Dracrah dan Wakil Kepala Dacrah {Lembaran Negara
Tabus 2000 Momsor 210, Tambahan 1 .embaran Negara Nomor 4028);
Peranean Peowxintzh Nomor 54 Talum 2005 entang Pinjaman Daerab
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahum 2005 Nomor 1346, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4574);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tabun 2005 teptang Dang Permmbangan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Talun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembamn Nepara Republik Indoncsia Nomor 4573);

19, Peraturan Pemerintah Nomer 57 Tahun 2005 wentang Hibah kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2005 Nomer 139, Tambahan
Lembaran Negara Repuhbik Indonesia Nomor 4377);

20. Perahwan  Pernerintah Nomor 58 Tatnm 2005 tentang Pengelolaan Konangsn
Dacreh (Lembaran Megara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140,
"Tambahan Lembaran Negers Republik Indoncsia Nomor 4578);

2%, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tshun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenygaraan Pemerintah Dacrsh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahwn 2005 Nomor 165, Tambahas Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomoer 4393),

22, Peraturan Pemerintah Nomor & Tahum 2006 1entang Pengelolean Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Nogara Republik Indunesia Tahun 2006
Nomuor 20, Tambahan Tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sehagaimana tclah divbah dengan Permturan Pemerintash Nomor 38 Tahun
200% tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintzh Nomor 6 Tahun 2006
tentamg  Pengelolaan Barang Milik Negara/Treerah Leomberan Negara
Republik Indomesia Tahun 2008 Nomeor 20, Tambahan Tembaran Negara
Republik Indomesia Nomor 46047;

73. Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2006 tweatang Pelaporan  Keuangsm
dan Kineja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesta
Nomor 4614);

24. Perataran Pemerintah Nomor 3 Tahm 2007 temtang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah kepada DPRD, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah kepada Masyarakat
{Lembaran Negara Republik Indoncsia Tabun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4693 )

25. Peraturan Pererintah Womor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintaban Antara Pemerinizh, Pemerintahan Daersh Propinsi, dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negarse Republik
Indonesia Tahun 2007 Momor 32, Tambahan Lembarun Megara Repuhblik
Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 lentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik {Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2009
Nomor 1B, Tambsahan Lembaran Negara Nomaor 4972),

27. Keputugan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahon 2003 (emtang
Pedoman Pclaksanaan Pengadsan Barang/Tasa Pemerintah sebagaimana
teleh beberupa kali diubah terakhir dengan Peraturen Prestden Nomor 95
Lahun 2007 tentang Peruhahan Kelujuh Atas Keputusan Presiden Nomot 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barangflasa
Pemerintah ;

28, Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah schagaimana lelah dinbah dengan Peraturan
Menteti Dalam Negeri Nomer 5% Tabun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraluran Meoteri Dalam Negeri Nomor 13 T'ahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrab;

29. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomeor 17 Tabun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengclolsan Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penvusunan Anggarsn Pendapatan dan Belmnju Daerah Tabun Anggaran
2010 ;



31. Peraturan Menteri Kevsngan Nomor | Takum 2009 tentang Standar Biava
Umum |'ahun Anggaran 2010 ;

32, Surat Edarap Bersams Menteri BAPPENAS dan Menteti Kevangan Nomur
120.3/D.11/03/2000.8F 38/ A/ 2060,

33. Peraturan Dagrab Kabupaten Situborin Nomor | Tahun 2006 sebagaimans
telah diubah dengan Peraturan Daersh Kabupaten Situbondo MNomor 4
Tahun 2009,

34. Peraturan Dacrah Kabupaten Sitwbondo Nomor 2 Talum 2008 temtang
Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbonde Tahun 2008 Nomor 2):

35. Persturan Dreerah Kabwpaien Sitvboodo WNomor 13 Toban 2008 1enmiang
Pokok-T'okok Pengelolaan Keuangan Dagrah (Lembaran Daerah Kabupaicn
Sibonde Talnm 2008 Nemor 137

36. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Baotuan Kevangan di Kabupaten
Situbando,

MEMUTUSKAN :

Meactapkan PERATURAN BUPAYI TENTANG PERUBAHAN ATAS FERATURAN
BUFATI SITUBONDO NOMOR 16 TAHUN 209 TENTANG
FETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERIA BAG] APARAT M
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITURONDO DAY AM
PELAKSANAAN ANGGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2819
Praul 1
Beberapa  ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk U'mum dan Pedoman Kerjn
Bagi Aparat di Linglungan Pemeriniah Kabupaten Simbondoe Dalam
Pelaksanaan APBD Kabapaten Simbondo Tahun 2010 pada BAB VH hyruf A
dan C divbah, se]'ﬁnggxkeselumhmbmﬁﬂﬁﬂﬂlhmf A dam { adalah :
BAR VI
PERJALANAN DINAS
A- STANDAR PERJALANAN DINAS
o —" ‘Taril Biayn Muksimal { Ry |
- H‘:f:; | Essionll | Exclon il | Escleetv | Goly | com G“'I'l'& ﬂ;
1. mhjﬁu:m 75 NN} - 150000 - 00 - 50000 - 30000 - A5 W~ 0000 - 35000, ULOH0.-
z._ : mrm?m m_}_ m@..-—ﬂfn_m- -_.-:s.:m.- FEOOD- | 45000 35.{14_».- mmnar.r,- 5000 ) 20000
3. ﬂwm 0000 1 O8N~ | 40000 | 35000~ | 0000 | 25000- | 20000, | 15000, 10,600 -
| &7 Uidaleen Wikeymn i T T a
. Tecuber,, Baupvangi,
w,m g A 300.000- | 250000 | 2epoon- | 100000
b Dalam Wilnyah
I"rqrim-ill.w-a'?m
mumh 350600 | 300000 | 250.000- | 200060

l_ Poumdonrres dan




v Luwx Wikomh Prop.
Juwrm THILE.

= 450000~ | 400000 | I50000- | N.000-

Utng Regrescatasi Eselon ¢ |
st

1500004, 150.000,- [ 1000040,

Biowva Traospoit

Bigya Prnginapen por
malam

Sexnai Tarl Yang Berdahe

Biuvy Feog ircipai Ketus DPE D saow dengee Bopal & Wilal Bumpds.

Kctensan Umum :

1.

Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kumsa Pengguna
Anggaran atau pejubul yang diheri wewenang oleh Penpgupa Anygaran/
Kunsa Pengguna Anggaran pada SKPL
Perjalanan Dhinas Luar Daerah adalah perjelanan dinas keluar tempat
kedwdukan baik perscoranpgan maupun secara bersama kelpar wilaysh
Kabupaten Situbondo, yang difakukan untuk kepentingan tugas atas perintah
Pejabat Yang Berwenang. l3esamya biaya perjalanan dinas berpedoman
pada tabel biaya perjalanan dinas yang ditctapkan.
Perjalanan Drinas Dalam Daerab adalah perjalanan dinas yang dilskukan
oleh aparat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam lingkup
Kabupaten Situbondo. Besarnys biaya perjalanan dinas dalam daerah
berpedoman pada tabel biaya perjalanan dinas yany sudah ditetapkan hanya
mendapatkan wang saku tidak termasuk uang makan.
Taya Rill adalah biaya yang dikcluarkan scsusi dengan bukth pengeluaran
yang sah,
Komponen biays perfalaremn dinas tendin dari -
a. Uang Harjan {lumpsuma).
Ulang hanian terdiri dart vang saku, uang makan dan transport lokal.
Liang lJumpsum dibayarkan sekaligus.
b. Diaya Transpoctas: (riel).
Biaya tranportasi menycsuaikan swana transportas: vang dipersunakan.
t. Hiaya Penginapan (riil}.
Biaya penginapan tetap berpedoman pada plafon maksimal yang sudah
dientukan.
d. Tlang Representatif { hampaum).
Uang, representatif diberikan per hari sesuaf dengan Surad Tugas dan
SPTD, besamya tetap berpedoman jumlah yang sudah ditetapkan.
Biaya perjalanan dinas di golongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
a. Tingkat B untuk Pejabat Megara Lainnya dan Pejabat Eselon I;
b. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;
¢. Tinghkat I} untuk Perabat Eselon ! Golongan TV,
d. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV / Golongan I11;
¢. Tmngkat F untuk PNS Golangan II dan 1.

Dhalam hal pealanan dinas jabatan dilakukan sacara bersama-sona mtuk
melaksanakaon suatu kepiatan leriemiv, penpinzpan/hotel untuk seluruh
pejabat negara/pegawal dapat menginap pada hotclpenginapan yany sama,
sesual dengan kelas kamar penginapan/hote] yany telah ditetapkan wnitnk
masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.




§  Jumlah hari perjalanam dinas dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas dan
apabila temyata kurang dari jumlzh hanl yang ditetapkan dalam SPPD, maia
pojebat nepaa/pepawal megeri yang bersangkutan wagih menyetorkan
kembali kelebthan uang harian, biaya penginapan, uang representatif yanp
telah diterimanya.

0. Fasilitas dan kelas penginapan bagi Pejabat Negara dan Pegawai

TINGKAT
PEJABAT NEGARA DAN . FASILITAS
NO FEATAT PERJALANAN HOTTL KELAS
DINAS _ i

1 2 3 4 5
| Pejabat Nepara dan Esalon 1 B Bimang Empet Deluxe:
2 | Esclon Ll C Binang Empat Dehuxe
3 | Cselea I/ Gol. IV o Bimzng Tiga Seandar
4 | Escion IV / Gok. 1T E Bty Dea Seandar
5 [ PNSGol ifdan T L F | Bintang Saru Standar

Pedoman biaya penginapan datam rangka perjalanan dinas luar daerah

= TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS |
STANDAR/DELUXE/NON SUITE
NC FROPINSE BINTANG | BINTANG { BINTANG | BINTANG
EMPAT | TIGA DUA SATU
1 2 3 a 5 6
[ 1 | Naogoe Aceh LIS00M | 850000 | 3650001 250,000
I harwysaiam :
2 | Swmatera Utara 900000 | 550000 |  400.000|  250.000
3 | Rim 30000 | 665000 | 350000 245000
4 | Keputsusn Riau 700000 | soo.000| 275000 | 230000
5 | i 960.000 |  S40.000|  288.000 ) 200000
6 | Sumaiera Baral 1030000 | 600.000 | 330000 275000
7 | SumeleraSciman | B9S.000 | 490000 | 3500001 250.000
$ | Lampung 6RL000 | 560000 | 330000 !  260.000
9 | Bengkulu 555.000 ] 425000 390000 225000
10 | Hangka Belifung 605000 |  500000| 300000| 210000
1t | Banien L10D.000 |  TOBO00 | 430060 | 280000
12 | Jaws Barst 1200000 | §25.000 | 435000 300,000
13 | DK1 Jakarta ‘ss0.000|  siooee| awoon| 335000
14 | Jawn Tengah 935000 | 750000 405000 |  280.000
[ 15 | Dt Yogyakaria 750000 | 5500007 350000 | 275000
la | Jawa Timur O 000 S04 (HM) 385.000 275.000
17 | Rali 1210000 | 035000 770000  495.000
| 1% | Nusa Tenggara 660000 | 495000 |  d00.000 |  215.000
Barat
19 | Nuss Tenggma 685.000 | 535000 465000]  200.000
Timur
" 20 | Katimantan Barat 330000 | 735000 | 425000 |  220.000 |
21| Kalimantan Tongah | 550000 | 385000 200000  230.000




1 2 3 4 5 6
22 | Kalimaotan Selatans | 1.150.000| 600000 340000  250.000 |
23 | Kalimantan Timar | 1225.000 | 560000 | 435000 |  310.000
24 | Sulawesi Utare 1240000 | 575000 | 450000 250000
25 | Goroatalo 820000 | 660000 410.000 |  240.000
26 | Sulawesi Barai 550.000 | 440000 | 345000)  295.000
217 | Sulawesi Selatan $50.000 | 750000 | 415000 |  275.000
28 | Sulawesi Tengah 785,000 |  440.000 | 330000 200000
29 | Sulawesi Tenggara 720000 | 440000 | 385000 295000
10 | Mahiku 780000 | 480000 | 265.000|  200.000
31 | Maluku Usara 900.000 | 4950001 320000 255.000
32 I Papua 970,000 618.000 455.000) 380.000
33 | Losan Jays Barat 030,000 T, 000 365 .0 325000

10, Biaya Pemetian dan Anglkutan Jenazah

TIHGKAT PEGAWAL

NO FIRAIAN e
e g | FINGKAT
TINGEAT A 'I'II"fGFhTEl TINGEAT D, EDAN F
1 Hiaya I'emetian 4. 50200, I (3. D00, - 3006060, - 2. 3H).DOL,-
2 Pengengkutan Munune @rif yang berlaky dan alat anglon yang digunakian

1t. Tanda bukli pembayaran biaya transportasi dan penginapan dilampidkan
dalem SPJ pengeluaran biaya perjalanan dinas.

12. Apabile dalam susty kegiaten, penpinspan ditenggong  oleh  piksk
panyzlengpara, maka tidak perlu lag diberikan biaya penginapan.

15. Biaya Perjalanan Dinas dalain daerab diberikan satu kali datam sato hari.
C. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Surat Perintah Perjalanan Pinas (SPPD) terdin dari lembar 1 dan lembar H,
masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat). Penandatanganan den
penanggmgiawab disesuaikan dengan struklur pengelola keuvanpan duerah,
yakni ; '
. Penandat:anpanan SPPI)
a SPPD lemhar 1
Di lingkungan Sckeeiariat Daerah ditandatangani oleh yang memberi
perintah atau Atasan Lanpsung,
b. SPPD} lembar 1 (sudwt kanan adas)
Bapi pcjabat di lingkungan Sekretsriat Dgerah ditamdatangani oleh
Atasan Lanpsung pegabal yang bersangkatan.
¢. SPPD lembar [T (tempat tjuan}
1) Pada satuan ketja ditandatangani oleh Pejabat Stroktural.
2) Dh luar satuan kerja ditandatangani aleh penamggungiawab tempat
yang dikumjungi.
2. Perjalaman Dinas menggunakan blanka Surat Perintah Tugas dan blanko
SPPD dibuat rangkap 4 (empet).



Perjalanam Dimax dengan Fasilitas Transpor bayi PejabatPegawai

Peraturan Bupeti ini mulai berJaku pada tanggal diundanghkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinys, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Situbomdo.

Divndangkan di Situbondo
pauia tanggal | i

N

Ph. BEKRETARIS DAERAN
KABUPFATEN SITUBRONDO,

Ir.

ORRA

N, MM

Femibina Utama Muda
NIP. 19270104 198303 1010

BERITA DAFRAH KARUFATEN SITUBONDO TAHUN 2310 NOMOR G

ESELONY TRANSPORTASI
NO. PARNGHATY | ‘
PESAWAT KAPAL | KFRETA APL
GaL UDARA | LaDT BUS LATHROGA
1 2 a 4 5 6 o
il Bupati /K ety Bisnis Kelas 1 B Eksekmt it Sesipi Kenyatum
DrED
2, Wakil Ekonomi Kelas 1B Eksehartif Semusi Kenyatan
Rugrati/ Wakil |'
Kema DPREY
1 Escloa (1 Ekomeni Kelais1 B Elcseloutil Semai Karmatan
4, Ligedon I Ekonomi | Kelas 1 A Eksehutil Sesual Kenyotain
Culvagan [V
5. Exelom TW/ Ekormani | Kelas 1T A& Eksekutif Sesuai Kenyaizam
Crolongan 101
G FNS Golengan | Ekosomi | Kelus T A Eksekutit Nesnai Kenyatzan
Il dan i
Pasal FF




